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ABSTRAK

Al Farouqg, M. Malik Mudhofar, 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap
HutangPiutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
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Fakultas Syariah Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I..
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Salah satu kegiatan muamalah yang tidak luput dari perjanjian adalah
kegiatan hutang piutang. Dalam hukum Islam, kegiatan hutang piutang disebut
gard{ Hutang piutang seharusnya ketika melakukan tranksaksi tidak terdapat
persyaratn di dalam akad, dan ketika mengembalikan sapi harus sama dan tidak
ada tambahan dari harga yang dihutang. Faktanya yang terjadi di Desa Baosan
Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah praktik hutang piutang
sapi yang di dalam akad terdapat syarat dan di dalam pengembalian hutang
piutang sapi sering berbeda ukurannya dengan sapi yang dihutang dan ada
tambahan jika pengembalian hutang berupa uang.

Berdasarkan urain di atas peneliti menggunakan dua rumusan masaah
dalam penelitian ini. (1). Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap akad hutang
piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. (2). Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang piutang sapi di Desa
Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.

Daam pendlitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan
jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik
pengolahan data dengan cara Editing, Organizing, dan penemuan hasil.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1). Akad hutang
piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun adalah tidak sesuai
dengan hukum Islam, karena menggunakan syarat pada saat akad. (2).
Pengembalian hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena disyaratkan barang yang
dihutang pengembalian harus sama dengan barang yang dihutang. Begitu juga
pengembalian berupa uang dengan ada tambahan itu juga tidak sesuai dengan
hukum Islam karena termasuk riba.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara;

Mama ¢ Muhammad Malik Mudhofar Al- Faroug

NIM L 210213046

Jurusan . Hukum Ekonomi Svariah

Judul ¢ Tinjawan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sapi di

Desa Baosan Kidul Kecamaian Negrayun Kabupaten
Ponorogo.

Telah dipenksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munagosah,

Ponorogo, 08 Movember 2018

Mengetahui, Menyetujui,

Pembimbing




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
PENGESAHAN
Skrips1 atas nama saudara;

Nama ¢ Muhammad Malik Mudhofar Al- Faroug
NiM ¢ 20213046
Jurusan ¢ Hukum Ekonom Synriah
Judul ! Tinjasan Hukum [slam Terhadap Hutang Piutang Sapi di

Desa Bacsan Kidul Kecamatan Ngravun Kabupaien

Penorogo.

Sknipsi ini telah dipertahankan pada sidang Munagasah Fakultas Syariah Instifut
Agami lslam Negeri Ponorogo pada:

Hari Juman

Tanggal (07 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dani persvarstan uniuk memperoleh gelar
sarjang dalam lmu Svarigh pada:

Han ¢ Jumat

Tanggal - 14 Desember 2018

Tim Penguji:
. Ketua Sadang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ap
2. Pengujil :Hj. Atk Abdah, M.S.1

3. Penguji Il : lsnustn Ullfish, M.H.1

Mengesahkan,
Digkan Fakulias Syariah

=

r. H. Moh, Munir, M.
NIP. 196807051 999031001




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari’ah Islam itu penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada
hukum shar’i> pun kecuali mempunya hikmah diberlakukannya, di
antaranya adalah al-gard}(hutang piutang). Bahwasannya kondisi manusia
tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan
ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang
kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagal bentuk pendekatan (ibadah)
kepada-Nya. Demikian ini karena memberikan manfaat kepada yang
berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan.! Hutang
piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada
seseorang, yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang
berhutang. Memberikan hutang kepada orang lain tanpa membebankan
tambahan saat dikembalikannya, karena maksud utama memberikan hutang
itu adalah untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan orang lain.
Para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika
dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Harta yang
dihutangkan harus berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta
yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang

mengakibatkan

"Miftahul Khairi, Ensiklopedi Figih Mu’ammalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
Griya Wirokerten Indah, 2014), 156.



perbedaan nilai, seperti hutang, barang-barang yang dapat ditakar,

ditimbang, ditanam, dihitung.

Di antara dalil yang memperbolehkan praktik hutang piutang adal ah:

Firman Allah dalam surat al- Bagarah ayat 245:

355 Blasl &) adniag Lo Lop 5 i sl 15 e

Artinya: Sigpakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang bak (menafkahkan hartanya di jalan
Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.>
Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah menyerupakan
amal salih dan memberi infaq fi>sabikllak dengan harta yang dipinjamkan,
dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran
hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang
berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinnya sehingga
menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinnya.*
Hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Nabi SAW.
Beliau bersabda:

B ooty ooy ade &l o o TSy 0F s 1 sy 558 o 0

&\wwdyoysij&\&ﬁ\dyjdwq\.x.pfeu.v_@.ib_lj«

2 | bid.

3Departemen Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Yoha
Putra, 1998), 67.

“Imam Mustafa, Figih Mu’ammalah Kontemporer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2016),169.
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Artinya.  Abu Hurairah, ia berkata: seorang datang menagih hutang pada
Nabi SAW dengan keras sehingga menimbulkan murka para
sahabat dan hampir memukulnya, maka Nabi SAW bersabda:
Biarkanlah ia karena orang yang berhak itu bebas berbicara.
Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya: berikan
kepadanya yang sama dengan yang dihutang. Jawab sahabat:
Tidak ada kecuali yang lebih besar dari usia yang diutang. Maka
sabda Nabi SAW: berikan kepadanya, maka sesungguhnya
sebaik-baik kamu adalah yang baik cara membayarnya (Riwayat
al- Bukhari).’

Adapun syarat dan rukun hutang piutang mayoritas ulama figih

berpendapat adatiga yaitu:

1. Spghah adalah ijab dan gabul.

2. ‘Agidain adalah dua pihak yang melakukan tranksaksi yaitu pemberi
hutang dan penghutang.

3. Harta yang dihutangkan. Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa
Syarat yaitu :

a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang satu sama lain tidak
banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, uang,
barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan
dihitung.

b) Hartayang dihutangkan disyaratkan berupa benda

c) Hartayang dihutangkan diketahui

°Ayat Dimyati, H&dith Arbair (Bandung: Marja’, 2001),122.



d) Syarat ketiga ini mncakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan
diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya jika
hutang tidak mempunyai syarat ketigaini, makatidak sah.®

Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun peneliti mendapatkan
beberapa kasus hutang piutang sapi di mana ada tambahan uang lebih ketika
mengembalikan berupa uang, dan seringkali sapi yang dikembalikan tidak
sama ukurannya dengan sapi yang dihutang. Hal seperti itu sudah terjadi
sejak lama.” Kasus-kasus tersebut, menurut pemahaman peneliti tidak sesuai
dengan akad hutang piutang yang ditentukan oleh para ulama sebagaimana
yang sudah dipaparkan di atas sehingga pendliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang
Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam ini  penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap akad hutang piutang sapi di

Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang piutang
sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil pendlitian

yang dapat digunakan secara umum, dan dapat memberikan pengetahuan

®Ibid., 156.
"Observasi di Desa Baosan Kidul, 03 Februari 2018



kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca padaumumnya. Tujuan

penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad hutang piutang sapi
di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengembalian hutang
piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo.

. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama
berkaitan dengan masalah hutang piutang dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Penditian ini diharapkan bermanfaat terhadap masyarakat Desa
Baosan Kidul agar daam melakukan mu’amalah sesuai dengan
aturan syariah, khususnya dalam melakukan tranksaks hutang
piutang sapi agar lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan
dalam hukum Islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan menjadi
bermanfaat bagi masyarakat Desa Baosan Kidul agar terhindar dari

tranksaksi yang menyimpang dari norma-norma hukum Islam.



b. Diharapkan bisa menjadi sumber refrenss dalam penelitian
selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk
menggali informasi lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Peneliti yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian
pertamakali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian
penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian
sebelumnya mempunyal perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka
penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan
masalah yang dibahas. Hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang
berkaitan dengan objek dan hutang piutang sapi.

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Utang Piutang Marning dengan Sistem ““Nyaur Nggowo’’di Desa Babadan
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Pujiati tahun
2009. Skripsi ini membahas tentang kesepakatan apa bila barang terjadi
kerusakan maka akan ditanggung oleh pengusaha khususnya utang piutang
marning. Dalam tata niaga yang lain, banyak juga yang mengambil
kesepakatan bersama antara pengusaha dan pedagang pasar. Dengan
rumusan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam akad hutang piutang
marning, dan bagaimana penyelesaian kasus kerusakan marning antara
pengusaha marning dan pedagang pasar. Hasil dari penelitian ini dilihat dari

syarat dan hutang piutang sudah sesua dengan hukum Islam. Dan



penyelesian kerusakan marning menurut hukum Islam adalah boleh, karena
antara pengusaha marning dan pedagang pasar tidak ada yang dirugikan.®
Kedua, skripsi yang berjudul ““Tranksaksi Hutang Piutang dengan
Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Sulastri Ayu
pada tahun 2006. Skripsi ini membahas kewgjiban yang harus dipenuhi
nasabah untuk mendapatkan kartu kredit langkah awa harus mengisi
biodata lengkap, langkah selanjutnya melakukan pembayaran minimum
sesuai dengan tanggal yang di tentukan, besarnya pembayaran 10% dari
total saldo terhutang, dan dalam keterlambatan pembayaran maka kartu
akan diblokir untuk sementara. Dengan rumusan bagaimana hukum Islam
terhadap akad hutang piutang menggunakan kartu kredit, dan bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap kelebihan pembayaran dan apakah sanksi
keterlambatan membayar. Hasil dari penelitian ini adalah secara akad
dibolehkan karena memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam, untuk
kelebihan pembayaran hukumnya boleh, karena telah dianaisa masing-
masing pihak diuntungkan, buktinya semakin maraknya penggunaan kartu
kredit. Sanks atau denda keterlambatan pebayaran tagihan kartu kredit itu
dibolehkan, karena nasabah juga sudah mengetahui apa sga konsekuensi

akibat dari penggunaan kartu kredit itu.’

8pyjiati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Marning dengan sistem
“Nyaur Nggowo” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo™ (Skripsi,
STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009).

°Sulastri Ayu, “Tranksaks Hutang Piutang Menggunakan Kartu Kredit dalam
Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006), 83.



Ketiga, sekripsi karya Wahyu pangestuti, yang berjudul ““Tinjauan
Figih Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak di
Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo™. Skrips ini
membahas tentang akad piutang bersyarat yang ada di Desa Kranggan
menurut figih tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang
pada akhirnya merugikan petani, penetapan harga jual padi yang dilakukan
oleh tengkulak di Desa Kranggan setelah ditinjau dengan figih tidak sesuai,
karena dalam penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dan
petani tidak dapat menentukan harga jua padinya ketika petani sebagai
penjual, secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti tengkulak
tersebut, karena petani sebelumnya sudah dihutangi uang.*

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut di
atas, dan sgauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai
hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Adapun dari
skripsi di atas membahas mengenai akad dan sistem pengembalian hutang
piutang yang disimpulkan melalui hukum Islam, sedangkan skripsi yang
penulis akan bahas ini membahas mengenal ukuran dan akad dalam praktek
penegembalian hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan

Ngrayun disimpulkan melalui aturan hukum Islam dan pendapat para Ulama.

1%\/ahyu Pangestuti” Tinjauan Figih Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan
Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Skrpsi S1, STAIN
Ponorogo, 2012)



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penditian dan Pendekatan Pendlitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan
(fiel research), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan
secara khusus dan realistik tentang bagaimana praktek hutang piutang
yang dilakukan di desatersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini
bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-
hari.™ Jadi penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lapangan
penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktek hutang
piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunkan pendekatan
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami
fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.’

L okas Penedlitian

Dalam Penelitian ini, lokas yang digunakan oleh pendliti yaitu di
Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun

Peneliti memilih lokas ini dikarenakan masih perlu dilakukan
kajian terhadap praktek hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun. Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
tersebut terdapat praktek hutang piutang sapi yang mana dari praktek
hutang piutang sapi itu belum jelas pengembalian sapi yang dihutang itu

sesual atau tidak dengan aturan hukum Islam.

2010),

YAji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’ammalah (Ponorogo: STAIN Po Press,

12| exy Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.



3. Datadan Sumber Data

Data yang digunakan adalah praktek hutang piutang sapi di Desa
Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Data dalam penelitian ini diperoleh
dari beberapa informan yaitu masyarakat di Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun. Data itu meliputi data umum yaitu yang berisi
gambaran umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo dan data khusus yaitu tentang akad dan penyel esaian pelunasan
hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah:

Sumber data primer yakni sumber yang langsung diperoleh peneliti
dari sumbernya atau subyek penelitian."*Data utama dalam penelitian ini
adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu kepada para
pemberi hutang dan penghutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan

Ngrayun.

4. Metode Pengumpulan Data
Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian

ini  adalah sebagai berikut:

137ainal Mustofa, Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi (Y ogyakarta: Graha Ilmu,
2009), 4.



a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud
untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisas,
motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak
yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang
diwawancarai.'*Materi wawancara adalah akad dan dalam praktek
hutang piutang sapi  seperti yang tertera dalam  rumusan
masalah.Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang

mendukung, yaitu: pemberi hutang dan penghutang.

b. Observas (pengamatan)

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang
menghruskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-ha yang
berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda,
waktu, tujuan dan perasaan.’® Observas merupakan aktivitas yang
memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktek
hutang piutang sapi dengan pengembalian yang lebih kecil ukuran
sapi mulai dihutangnya di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.
Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan
pencatatan terhadap praktek hutang piutang sapi serta mengamati

dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek hutang piutang sapi.

“Heru Irianto dan Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), 108.

M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, Metodologi Pendlitian Kualitatif
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.



5. Analisa Data
Ha yang pertama dilakukan dalam pengolahan data ialah
pengolahan data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan
sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara
serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang
terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan

dalam tulisan.

a. Editing,yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari
segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan
keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevans dan
keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang
direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data
relevan dengan sSistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam
perumusan masalah.*®

c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-
dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai

pemecahan dari rumusan yang ada.'’

®*Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, 61.
"Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), 129.



6. Teknik Pengecekan K eabsahan Data
Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbarui dari
konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).’®Analisis
data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu
metode berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan
ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik ksimpulan
secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan
keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lan di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagal
pembanding data tersebut,*® yakni sumber, metode, penyidik dan teori.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematika
serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi
skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai

berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola
dasar seluruh pembahasan skripsi ini yang terdiri dari: latar
belakang masalah, rumusan masalah adalah informasi yang

tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan problematik

183, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, 6.
®Nasution,S, Metodologi  Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito,

1996),27.



BAB II:

yang menarik untuk di teliti. Tujuan penelitian adalah untuk
mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalaui
proses mencari, menemukan, serta menguji suatu pengetahuan.
Manfaat penelitian adalah suatu penerapan dari pendekatan ilmiah
di suatu pengkgian masalah di dalam memperoleh suatu
informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa di
pertanggungjawabkan. Kgjian pustaka adalah merupakan daftar
refrensi dari semua jenis refrensi seperti buku, jurnal, papers,
artikel, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan
proposal. Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan
suatu topik yang sudah ditulis oleh para pendliti atau ilmuwan
yang terakreditas (diakui kepakarannya). Metode penelitian
adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam
rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan
investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sistematika
penelitian adal ah tahap-tahap atau aturan yang digunakan sebagai
acuan dalam membuat skripsi penelitian.
KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM
Bab ini penulis akan menygjikan tentang landasan teori
yang mencakup gard}dalam hukum Islam, yaitu pengertian gard}
dasar hukum gard} rukun dan syarat gard} hukum gard} hikmah

disyariatkannya gard} penambahan uang (ribay, penyelesaian



BAB I11:

BAB IV:

BAB V:

wanprestasi  hutang piutang, hukum yang berkaitan hutang
piutang.
PRAKTIK HUTANG PIUTANG SAPI DI DESA BAOSAN
KIDUL KECAMATAN NGRAYUN

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data umum dan data khusus. Data
umum meliputi, profil Desa Baosan Kidul, keadaan geografis,
penduduk, aspek pendidikan, aspek agama. Data khusus melipuiti
tentang praktik akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan pelunasan hutang
piutang sapi.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG SAPI DI DESA BAOSAN KIDUL
KECAMATAN NGRAYUN

Bab ini merupakan analisa pendliti , yaitu membaca data
dengan teori yang ada di bab dua, yang meliputi analisis hukum
Islam terhadap akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan analisis hukum
Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang piutang sapi di
Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian

pembahasan dari bab | sampa bab V. Bab V berisikan



kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan saran
sebaga kelengkapan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki

langkah lebih lanjut khususnya bagi obyek penelitian.



BAB 11

KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang (Qard})

Secara etimologi, gard} berarti potongan. Harta yang dibayarkan
kepada mugtarid} (orang yang menghutangi) dinamakan qard} sebab
merupakan potongan dari harta mugrig}(orang yang membayar hutang).?’

Pengertian gard}menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama

Hanafiyah:

OM&JUJWU

Artinya:  Sesuatu yang diberikan pada sesorang dari harta mithl (yang
memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan.

Y e Jl by e 3, ot s

Artinya. Akad tertentu dengan membayarkan harta mithl kepada orang lain
supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Pengertian qardfmenurut Al-Jaziri>adalah:

Sl o axksd 0 L3 aze olis Ui & ) adans () JW) jand el 30

Artinya:  Al-gard berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan
kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan)
disebut gard, karena harta tersebut di ambil (dipotongkan) dari
hartamu.*

“Rahmad Syafi’l, Figih Mu’amalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151.
“'mam Mustafa, Figih Mu’amalah (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), 168.



Al- Bahuti mendefinisikan gard{secara terminologis sebagia berikut:

Jdspg @ pim b 3 Jo @b

Artinya  Pembayaran atau penyerahan sgiumlah uang kepada orang yang
akan menggunakannya, namun ada kewagjiban  untuk
mengembalikannya %

Ulama’ Shafi’iyah mendefinisikan hutang piutang (gardf{ menurut istilah
shara> adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan,
dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang
menghutangi ketika telah memiliki sgjumlah harta benda yang sesuai
dengan yang iaterima®®

Ulama’ Malikiyah mendefiniskan hutang piutang (gard} adalah
memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga
kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada
waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima®*

Dilihat dari makananya, gardftdentik dengan akad jual beli. Karena akad
gardpmengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak
lain. Selain itu, mu’amalah ini masuk ke dalam bab “memberikan manfaat”

dan telah dinamakan oleh Nabi SAW sebagai pemberian, karena sangat

2|hid.,168.

% Abdul Manan, Figih Lintas Madhhab (K ediri:PP.Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.
*1pid., 161.



bermanfaat bagi penghutang yang kemudian dikembalikan kepada orang
yang menghutangi.”

B. Macam-Macam Qard{
Dalam ha pinjam meminjam uang, atau yang dalam istilah Arabnya

dikenal dengan al-gard}dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Al-Qard}al-hjsan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di
mana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewagjiban
mengembalikannya. Adapun al-gard} al-hfsan ini sgalan dengan
ketentuan Al-Qur’an Surat Al-Tawbah ayat 60 yang memuat tentang
sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya
adalah gharim, yaitu pihak yang mempunya hutang di jalan Allah.
Melaui al-gard} al-hfisan, maka dapat membantu sekali orang yang
berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang
lain, tanpa adanya kewagjiban baginya untuk mengembalikan hutang
tersebut kepada pihak yang menghutangi.

2. Al-Qard} yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan
kewgjiban  mengembalikan  pokoknya kepada pihak  yang
meminjami.*®Hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada
orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain

suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan suatu kepada pihak lain

% ghalih bin Fauzan bin Abdillah Al- Faauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, ter. Asmuni
(Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 547.

“Abdul Ghofur Anshori, HukumPerjanjian Di Indonesia (Y ogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2010), 184.



untuk dikembalikan yang sgjenis dengannya®’ Pengembalian hutang
harus sama dengan uang yang dipinjamkan semula, tidak boleh ada
bunga di dalamnya, karena dalam Islam mengembalikan uang di atas
hutang yang sebenarnya, merupakan riba>yang itu jelas-jelas dilarang
oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (time value
of money), yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai aat ukur,
bukan barang komoditi. Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan
sepanjang tidak memaka sistem bunga atau dengan menuntut
pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.?®

C. Dasar Hukum Hutang Piutang

Qard}dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an

dan Ijma’:

1. Al-Qur’an

-
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Artinya: Dan jika orang berhutang itu (debitur) dalam kesukaran maka
berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan
(sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahuinya (Al-Bagarah 2:280).%

“Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual (Jakarta: PT. Rga Grafindo
Persada, 2002), 171. 33

% Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam 127.

*Mushaf Al-Azhar, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Hilal, 2010), 47.



Firman Allah dalam surat al- Bagarah ayat 245:

355 Ulasl o inad Lo Lis &1 50 sl 13 e

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),
maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*

2. Al-Sunnah
RIC w_?:.» L.pjéwupj&.ir.lwuﬂb : J6 (up;gj\ ol Semans b e
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Artinya: Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada
seorang muslim yang menghutangi kepada seorang muslim
qard duakali, maka seperti sedekah sekali (H.R Ibn Majah dan
Ibn Hibban).*

Hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Nabi SAW.

Beliau bersabda:

eale Bololiy oy ade &l o o 3T0) O e ) o) 50 T 0
JB & Ve ) oLl 0B s ol ade ) o &) Jsm) JU & e
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Artinya.  Abu Hurairah, ia berkata: seorang datang menagih hutang pada
Nabi SAW dengan keras sehingga menimbulkan murka para
sahabat dan hampir memukulnya, maka Nabi SAW bersabda:
Biarkanlah ia karena orang yang berhak itu bebas berbicara.
Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya
berikan kepadanya yang sama dengan yang dhiutang. Jawab

¥Departemen AgamaRI. Al- Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha
Putra, 1998), 67.

Muhammad Isa, Sunan Tirmidhi>Juz 3, terj.Moh Zuhri dkk (Semarang: CV. Asy-
Syifa, 1992), 15

¥Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunar Ibnu Majeh Juz IIl, terj.
Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 236-237.



3.

sahabat: Tidak ada kecuali yang lebih besar dari usia yang
diutang. Maka sabda Nabi SAW: berikan kepadanya, maka
sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang bak cara
membayarnya (Riwayat al- Bukhari).*

Ijma’
Kaum muslimin sepakat bahwa gard} dibolehkan dalam Islam.
Hukum gard}adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrig}dan mubah bagi

mugqtaritt} berdasarkan Hadith di atas. Juga Hadith lainnya:

288 .
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Artinya: Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : barang
siapa melepaskan diri dari seorang muslim satu kesusahan dari
kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari
kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang Siapa memberi
kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah
akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan
barang sigpa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah
menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya
menolong hamba-Nya yang mau menolong saudaranya. (HR.
Al-Tirmidhi).®

. Rukun dan Syarat Qard}{Hutang Piutang)

Rukun Hutang Piutang
a. Pemberi Hutang (muqrid)
Mugrid} adalah pihak yang memberi pinjaman hutang

(kreditur). Mugrid}disyaratkan harus seorang yang muhjak dan ahli

#Ayat Dimyati, H&dith Arbair (Bandung: Marja’, 2001), 122.
#*Muhammad 1sa, Sunan Tirmidhi»115-116.
*lbid., 457-458.



al-tabarru> Muh}apr adalah orang yang melakukan transeks atas
dasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain.
Menurut madhab Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh,
sedangkan ulama lain  menambahkan bahwa yang berhak
menghutangkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan
sekehendaknya, tanpa paksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh,
dan bukan orang yang sedang pailit. Mugrig}disyaratkan juga orang

yang benar-benar memiliki harta yang akan dihutangkan.

. Orang yang Berhutang (muqtaritct}

Mugtarigt} adalah pihak yang menerima pinjaman hutang
(debitur). Mugqtarid} disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah
melakukan transaksi (ahliyah mu’amalah) yaitu orang yang baligh,
berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memilik
kebebasan tasaruf (ahl al- tabaru>atau mutlag al-tasgrsf).

Mugrad §obyek)

Mugrad}adalah obyek dalam akad gard yang disebut piutang
(debit). Mugrad disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa
dispesifikasikan melalui kriteria (s{fah) sebagaimana syarat muslam
fik dalam akad salam.* Ada perbedaan di kalangan figh madhhab.
Menurut fugaha madhab Hanafiyah, akad qard hanya berlaku pada
harta benda yaitu harta benda yang banyak nilainya yang lazimnya

dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta

102.

%Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 101-



benda yang tidak lazim dihitung melalui timbangan dan takaran tidak
sah dijadikan obyek gard}*’
d. S{ghah atau Serah Terima (ljab Qabul)

S{ghah dalam akad gard{adaah ijab dari pihak mugrig}yang
menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban
mengembalikan penggantinya, dan gabul dari pihak muqgtarig}yang
menunjukkan persetujuan dari ijab.®

Shafi’iyah beragumentas bahwa al-gard} (hutang piutang)
mengandung tabaru> (pemberi derma), bukan merupakan transaksi
irfag (memberi manfaat) dan tabaru> Shafi’iyah menyebutkan bahwa
ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan
kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang
yang dipaksa tanpa aasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan
yang hak, sepaerti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan
terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah al-tabaru> kecakapan
(pemberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah bagi seorang
ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah al-tabaru> (kelayakan memberi

¥Ahmad Must{afa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi>Ill, Terj. Bahrum Abu Bakar
(Semarang: PT. Karya Toha, 1993), 129-130.
*Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figih Mu’amalah, 103.



derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim itu dan
pengelolawakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf .

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut: 1)
Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya,
maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak
banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti
uang dan barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan
dihitung. 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak
sah menghutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang dihutangkan
diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.*

Tidak boleh menghutangkan yang nilainya satu sama lain
dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi
harga seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainnya. Hal ini karena
tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara
mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan
karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat
kalangan Hanafiyah.

Malikiyah dan Shafi’iyah, menurut pendapat yang paling
benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan
harta yang ada padanannnya. Bahkan semua barang yang boleh

ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun yang

¥Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, Ensikiopedi Figih Mu’amalah dalam
Pandangan 4 Madhhab (Y ogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014), 161.
40 Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 335.



lainnya, yakni semua yang boleh diperjuabelikan dan dapat

dijelaskan sifat-sifatnnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang

berubah-ubah harganya.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua
benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang
berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat
maupun tidak.*

2. Syarat-Syarat Qard}
a. ‘Agidain (mugrigjdan mugtarict}

1) Ahliyah Al-Tabaru> (layak bersosia) adalah orang yang
mentasyarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung
jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai
kewenangan, untuk mengelola hartanya, cacat mental, dan budak
tidak boleh melakukan akad gard}

2) Tanpa ada paksaan bahwa mugrigt $alam memberikan hutang
tidak ada tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga
mugqtarict}

b. Syarat mugtarad}(barang yang menjadi obyek gard) adalah barang
yang bermanfaat dan yang dapat dipergunakan. Barang yang tidak

bernilai secarashar’iidak bisa ditransaksikan.*?

“*Abdullah bin Muhammad At-Thayar dkk, Ensiklopedi Figih Mu’amalah, 162-163.
“2 Yazid Afandi, Figih Mu’amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah (Y ogyakarta: Logung Pustaka, 2009 ), 143.



Menurut Shafi’iyah dan Hanabilah, dalam akad al-gard}tidak
boleh ada hlyar majli> ataupun h}yap sharat{ Maksud dari khiyar
adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan al-
gard} merupakan akad ghair lazim, masing-masing pihak memiliki
hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak h}yarmenjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad al-gard}tidak boleh
dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus
dalam riba al-nasi*ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan
akad al-gard}dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki
kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.*?

Syarat sahnya al-gard}adalah orang yang memberi pinjaman
(mugrigt) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut.
Harta yang dipinjamkan hendaknya harta yang ada padananya
(barang mithly baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung.
Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang
dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari
akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi
maka akan menjadi riba.**

Menurut Hanafiyah, setigp pinjaman yang memberikan nilai
manfaat bagi muqrid} maka hukumnya haram sepanjang
dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan maka

diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang

“bid., 162-163.
“Ibid., 162-163.



dipersyaratkan. Mugqtarig} diharamkan memberikan hadiah kepada
mugqrid}  jika maksud pemberian itu untuk  menunda
pembayaran.begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu. Misalnya,
mugrit{akan memberikan pinjaman kepada mugtarid} jika mugtarig}
mau menjual rumahnya kepada mugridg} Akad al-gard}diperbolehkan
dengan dua syarat:
a) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah
yang dipersyaratkan) muqridt}
b) Akad al-gard}tidak digabungkan dengan akad lain, seperti jua
beli, terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama
c) membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.®
Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Hanafiyah,
setiap gard}pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika
memakal syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan
kemanfaatannya atau tidak diketahui adanya manfaat pada gard}
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mugrid} (orang yang
menghutangi), seperti naik kendaraan atau makan di rumah mugqtaridt}
(orang yang berhutang), jika dimaksudkan untuk membayar hutang
kepada mugrig} (orang yang menghutangi), bukan sebagai

penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada

“> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Mu’amalah (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2008), 257.



mugrig}(orang yang menghutangi), jika dimaksudkan untuk menyicil

hutang.

Ulama Shafi’iyah dan Hanabilah melarang gard}sesuatu yang
mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan gard}agar
mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab gard}
dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau
mendekatkan hubungan kekel uargaan.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak
dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, gard{dibolehkan.
Tidak dimakruhkan bagi mugrid} (orang yang menghutangi) untuk
mengambilnya. Hukum hutang piutang (gard}:

a. Menghutangi kepada orang lain hukumnya sunnah karena pada
dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan
hukumnya menjadi wajib jika orang yang memerlukan itu benar-
benar memerlukan. Dan hukum menghutangi orang lain menjadi
haram jika digunakan untuk maksiat. Dan hukumnya menjadi
makruh jika benda yang dihutangkan itu digunakan untuk sesuatu
yang makruh.

b. Pada kedua belah pihak diperlukan adanya s{ghah misalnya: “aku
hutangkan uang ini padamu”. Kemudian dijawab oleh orang yang

beruhutang: “aku terima hutang darimu”.



c. Boleh menghutangkan ternak yang nantinya akan dibayar dengan
ternak yang sama. Nabi bersabda: sesungguhnya sebaik-baik
kamu adalah yang lebih baik dalam membayar hutang.

Ini berarti bahwa bertambahnya umur ternak atau berlebih
beratnya jika ternak  tersebut  dikembalikan  adalah
dibolehkan.Bahkan sehubungan dengan hadith tersebut yaitu
melebihkan pembayaran hutang yang tidak diikat oleh perjanjian
dan memang pemberian semata dari orang yang berhutang adalah
dibenarkan pula.Tetapi jika sebelum berhutang lebih dahulu
syarat tambahnya dan kedua belah pihak setuju maka hukumnya

adalah riba. Nabi bersabda:
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Artinya: semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan)
adalah bagian dari macam-macam riba (bunga). (HR.
Baihagi).*
E. Hikmah Disyariatkannya Qard}

Syariat Islam penuh dengan hikmah dan rahasiaTidak ada satu
hukum syar’i pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, diantaranya
adalah al-gard} (hutang piutang). Seseorang boleh berhutang jika dirinya
yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat

diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar

“6 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 419-420.



hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh
berhutang.*’
F. Penambahan Uang (Ribajdalam Qard{
1. Pengertian Riba>
Riba secara etimologis berarti ziyagah (tambahan). Adapun riba

secara terminologis adalah  tambahan sesuatu yang dikhususkan.
Maksudnya adalah pada modal pokok. Riba hukumnya haram dalam
agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah Ta’ala
tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali
terhadap pemakan riba. Barang sigpa yang menganggap riba adalah hala
maka ia kafir karena berarti ia telah mengingkari sesuatu yang telah
disebutkan oleh agama.*®

Ada dua macam penambahan pada gard}yaitu sebagaimana berikut:

a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan
ijma’. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “aku
memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak
kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat lainnya.
Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda
Rasulullah SAW:“‘setiap hutang yang menarik manfaat adalah

riba™.

4" Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, Ensiklopedi Figih Mu’amalah, 156-158.
*Imam Mustafa, Figih Mu’ammalah Kontemporer (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2016),169.



Pertanyaan mengemukakan, bagaimana dengan ‘urf, apakah
sama dengan syarat? Maksudnya, apakah orang yang meminjam
dengan kelebihan karena tuntutan “urf itu sama dengan disyaratkan?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini:

Pertama: Menurut Malikiyah, sebagian Shafi’iyah dan
sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf

(kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan ( tidak dibolehkan).

Imam Malik berkata:
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Imam Malik berkatac Tidak ada masalah, selama pihak yang
meminjamkan telah melakukan serah terima emas.*

Prof. adh-Dharir menjelaskan:
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Tidak dibolehkan kecuali mengambil sgenis hutang karena
kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak
boleh. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula
iatahu menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh.>

Kedua: menurut sebagian Shafi’iyah dan sebagian Hanabilah

mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf itu

* Muhammad Ma’shum Zein, Arus pemikiran Empat Madhhab Studi Analisis Istinbath
Para Fugaha (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 77
*% Setiawan Budi Utomo, Figih Aktual (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 151



tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk hpisn
al qadg.”!

b. Jka penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat,
maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik
berdasarkan hadith yang telah dikemukakan di pasal dasar al-gard{
(hutang piutang).*

Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia tidak
menghalakannya, berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar
yang paling besar. Pengharaman riba dijelaskan dalam Al-Qur’an,

Sunah dan Ijma’. Dalil dari al-Qur’an adalah firman Allah

‘yﬂ [ 653 o1 T =
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba (Surat Al-Baqarah : 275).%
2. Macam-Macam Riba

Menurut mayoritas Fuqaha’ Hanafiyah, Malikiyah, dan

Hanabilah, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba>nasi’ah dan ribax¥ad{:
a. Riba>nasi*ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi
bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya seorang yang menjual
barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran kredit, jika

sudah sampai jatuh tempo dan pembeli belum melunasi pembayaran,

SAdiwarman A. Karim, Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari’ah Analisis
Figih dan Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2015), 14-16.

*2Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, Ensiklopedi Figih Mu’amalah,168-169.

> Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, Juz 3, 69.



maka ia terkena penambahan harga sebagai kompensasi penguluran
waktu. Demikian ini telah dipraktikkan pada zaman jahiliyah, yakni
seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum
dapat membayarnya, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat
dengan diberikan beberapa waktu lagi. Dalam Al-Qur’an surat Ali

‘Imran: 130:
&e//
2ixad Gagd B9l B ¥, il s

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba>dengan berlipat ganda bertagwalah kapada Allah agar
kamu beruntung (Surat Al Imran: 130). >*

b. Riba>fad{ yaitu menjual sesuatu dengan aat tukar sgenis dengan
adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti
menjual uang satu riyal dengan duariyal, atau menjual satu kilo gram
gandum dengan dua kilo gram gandum. Nila tambah yang diterima
oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar,
dinamakan dengan ribaxad{. Ibn ‘ Arabi memberikan ribaX¥ad{ dengan

semua tambahan melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai

pembenar atas tambahan tersebut.>

**Mushaf Al-Azhar, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Hilal, 2010) 66.
**Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Mu’amalah, 198.



G. Tata Krama Berhutang
Adapun tatakrama berhutang ada beberapa ha yang dijadikan
penekanan dalam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan
santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:
1. Hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak
berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan
seorang laki-laki dan dengan dua orang saksi wanita. Sebagaimana

yang terteradi

dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:
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Artinyaz.  Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengagjarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi  sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saks yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya. Y ang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.
(Tulisah mu'amalahmu itu), kecuai jika muamalah itu
perdagangan tuna yang kamu jalankan di antara kamu, Maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

*® Depag RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, Juz 2, 70.



persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan
(yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah
mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang
mendesak disertai dalam hati akan membayarnya
mengembalikannya.

3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada
pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan,
maka yang berpiutang hendaknnya membebaskannya. Dasar dari
pendapat tersebut sebagaimana dalam sebuah hadith yang

disampaikan oleh “‘Abdullah bin Abu Qutadah:
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Artinya:  Dari ‘Abdullah bin Abi Qatadah r.a berkata: “Abi Qatadah
mencari seorang Yyang berhutang kepadanya dan
menghilang, kemudian orang itu bertemu. Dia berkata
kepada Abu Qatadah “Demi Allah! Demi Allah! Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang ingin
dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka
hendaklah dia memberi kelapangan bagi orang-orang yang
dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutang.

(Riwayat Muslim).>

4. Pihak yang berhutang bila sudah mampu memmbayar pinjaman

hendaknnya dipercepat pembayaran utangnya. Mugqtarid{ (pihak

> Abdul Syukur Rahimy, terjemahan Hadith Shahih Muslim, ter Ma’mur Daud
(Jakarta: Widjaya,1993), nomor 1528,167.



penerima hutang) jika maksud pemberian itu untuk menunda
pembayaran, dimana sebenarnya membayar akan tetapi menunda-
nunda pembayaran, hal ini untuk sbuah kezaliman.®® Hal ini selaras

dengan hadith sebagai berikut:
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah SAW.
bersabda: “Mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang
bagi yang mampu, adalah suatu kezaliman (H.R
Muslim).>
H. Pengembalian Hutang Piutang
Sebagaimana telah diterangkan bahwa hutang piutang merupakan
kagjian hukum figh mu’amalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian
kredit macet dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok
atau prinsip umumnya saja yaitu:
1. Penyelesaian Damal atas setiap Persengketaan
Dalam setigp persengketaan Islam sdlau  menghendaki
penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan
antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian hutang piutang
kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan
melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan Islam adalah
artinya damai/ sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan

dan musyawarah.®

*®Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah (Jakarta: PT Rgja Grafindo Persada, 2011), 98.
% Muslim, Séh{r Muslim, 1197.
®Helmi Karim, Figih Mu’amalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 49.



2. Adanya Pemberian Kelonggaran Waktu
Langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak
mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan
waktu pinjaman).®*
3. Bertindak Tegas terhadap Kedzaliman
Dalam beberapa kasus hutang piutang/ kredit macet yang terjadi,
sebagian yang disebabkan oleh ulah muqtarid} yang beritikad buruk
termasuk dalam pembayaran hutang walaupun mampu tapi tidak mau
membayarnya, maka mugritt elayaknya dapat bertindak tegas terhadap
debitur, baik pinalti/ eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian

melalui jalur hukum. Rasulullah SAW bersabda:
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Artinya:  Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a Rasulullah SAW. Pernah
bersabda, “menunda-nunda waktu pembayaran uang
seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah dzalim,
dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang
kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara
demikian itu( HR. Muslim)”.?

4. Mensedekahkan Piutang
Jka sga karena suatu hal di luar kemampuan s mugqtarid}
sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, walaupun
sebelumnya telah berikhtiyar sungguh-sungguh untuk membayarnya,

maka dalam Islam mugrig}dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian/

®*Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, 30.
2Muhammad 1sa, Sunan Tirmidhi,53.



semuanya. Bagi mereka yang tidak mampu membayarnya hutangnya,
maka berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar
hutang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut
benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan
apabila peminjam atau orang yang berhutang jatuh miskin (bangkrut)
karena pinjaman itu, hutangnya wajib dihapuskan.®®

Jadi, hukum Isam menggarkan kepada mugrid} untuk
menyedekahkan piutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit
macet dimana sedekah yang dilakukan dapat sebagian maupun
semuanya
Sedekah juga dapat dilakukan sebagian Jumhur Fuqaha berpendapat
hukumnya haram membebaskan sebagian hutang sebaga imbalan
mempercepat pembayaran sebelum tiba masa disepakati, tetapi Ibn
Abbas bahwa Nabi SAW waktu memerintahkan mengeluarkan Bani
Nadhir, lalu datang kepadanya beberapa orang dari kalangan mereka
berseru kepada beliau: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau
memerintahkan agar kami keluar (dari Madinah) kami menghutangkan
kepada mereka dan belum dibayar. Rasulullah lalu bersabda:

bebaskanlah (sebagian) dan mintalah percepat”.®

®*Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, 301.
®Sayyid sabiq, Figh Sunnah, Jilid 12, 138.



Hukum yang Berkaitan dengan Hutang Piutang

1. Akad hutang piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila

seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka
barang tersebut terlepas dari kepemilikan mugrid} (orang yang
menghutangi), dan mugtarig} (orang yang berhutang) menjadi pemilik
atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasaraf atasnya. Hal ini

sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibbah, hadiah.

. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.

Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang
penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang

disepakati demikian.

. Pihak muqtarigtwajib melunasi hutang dengan barang yang sgjenis jika

obyek hutang adalah barang misliyat, atau dengan barang barang yang
sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang al-gimiyat. la sama
sekali tidak wagjib melunasi hutangnya dengan ‘ain (barang) yang
dihutangnya. Pada sisi lain, pihak mugrig}tidak menuntut pengembalian
‘ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas

dari pemilikannya.

. Jika dalam akad ditetapkan dalam waktu atau tempo pelunasan hutang,

maka pihak mugrid} tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh
tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo
pengembaliannya, menurut fugaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku
sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu

kwintal padi tanpa dibatas waktu pengembaliannya, sedangkan adat



hutang piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen
tiba mugtarig} wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat
tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak muqtarict}
telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

. Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak mugqtarigtbelum
mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh gjaran Islam agar pihak

mugqtarigtberkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu
pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain,

garan Islam juga menganjurkan agar pihak muqtarig} menyegerakan
pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah

kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebgikan ini

sepantasnya dibalas dengan kebgjikan pula, yakni menyegerakan

pelunasannya.®®

®Ghufron A. Mas’adi, Figh Mu’amalah Konstektual, 174-175.



BAB 111
PRAKTIK TERHADAP HUTANG PIUTANG SAPI
DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo.
1. Segarah dan Kondisi Geografis
Setiap desa atau daerah pasti memiliki sgarah dan latar belakang
tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas
tertentu dari suatu daerah. Sgjarah desa atau daerah sering kali tertuang
dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari
mulut kemulut sehingga sulit dibuktikan secara fakta tidak jarang
dongeng dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang
keramat dalam hal ini Desa Baosan Kidul juga memiliki hal tersebut
yang merupakan identitas dari desa ini yang akan kami tuangkan dalam
kisah di bawah ini.®®
Desa Baosan Kidul merupakan desa pecahan, yang dulunnya
bernama Desa Baosan sga karena wilayahnya yang amat luas maka
dipecah menjadi dua bagian, yaitu Desa Baosan Lor dan Desa Baosan

Kidul. Kemudian setelah Baosan menjadi dua bagian, maka langsung

% Dokomentasi Desa Baosan Kidul tahun 2017.



membentuk sigpa aparat Desa, yang sekirannya mampu membawa
ketentraman daerah.®’

Desa Baosan Kidul ini merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Karena luas wilayah dan
penduduknya banyak, Desa Baosan Kidul dipecah menjadi dua yaitu
bagian selatan menjadi Desa Gedangan dan utara menjadi Desa Baosan
Kidul. Pemecahan desa ini diresmikan oleh bupati Ponorogo Bapak
Muhadi pada 10 september 2007 di balai Desa Gedangan.®®

Desa Baosan Kidul terdiri dari 64 RT,17 RW dan 5 dusun yaitu:
Kergan, Patuk, Konto, Kedung dan Bendo. Luas Desa ini mencapai
2.562,01 ha/m2. adapun batas-batas Desa Baosan Kidul ini adalah
sebagal berikut:

a Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan
Ngrayun.

b Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan
Ngrayun yang merupakan Desa baru.

c Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sendang K ecamatan Ngrayun.

d Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun.

Letak kondisi Desa Baosan Kidul adalah sebagai berikut:

a Jarak dari Ibu kotaKecamatan : 12 Km

b Jarak dari Ibu kotaKabupaten : 42 Km

5 1bid.,
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c Benteng Alam

Tabel I11.1

Wilayah menurut penggunaan

. pegunungan dan perbukitan

No Penggunaan Luas
1. | LuasWilayah 2.562,01 ha/m?
2. | Luas Lahan Pertanian 1.261,63 ha/m?
3. | Luas Perkebunan 2.40.71 halm?

Sumber:Data Statistik Baosan.®

2. Jumlah penduduk

Adapun perkembangan penduduk Desa Baosan Kidul merupakan

desa yang padat penduduknya. Berdasarkan data statistik penduduk Desa

Baosan Kidul tahun 2018 mencapai 6958 jiwa terdiri dari laki-laki 3476

jiwa dan perempuan 3482 jiwa dengan jumlah KK1.943, dengan

kepadatan penduduk mencapai 1.3/km. untuk lebih jelasnya dapat dilihat

data berikut ini:
Tabd 111.2
Jumlah Penduduk ™
NO Jumlah L aki-laki Perempuan Jumlah
seterusnya

1 Jumlah penduduk | 3.476 3.482 6.958

tahun ini (orang)
2 Jumlah penduduk | 3.303,4 3.088 6.122

tahun lalu (orang)

% Dokumentasi, Data Statistik Desa Baosan Kidul tahun 2017

bid,.




Tabel 111.3

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin®

No Usia L aki-laki Perempuan
1. | 012 53 Orang 45 Orang
2. |15 203 Orang 184 Orang
3. |57 147 Orang 148 Orang
4. | 7-18 610 Orang 631 Orang
5. | 18-56 1754 Orang 1871 Orang
6. | 56-75 129 Orang 102 Orang
Jumlah Total 2.896 Orang 2.981 Orang

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat kesgjahteraan masyarakat Desa Baosan Kidul bisa
dikatakan kurang baik, karena masih ada sebagian masyarakat yang
hidup dalam kondis yang kurang mampu. Meskipun dibilang kurang
mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari
hasil bertani.

Perekonomian Desa Baosan Kidul ini sampai saat ini kebanyakan
bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Untuk masyarakat
yang berprofesi sebagai petani, sebagian dari mereka sebagai pemilik
tanah maupun sebagai penggarap sawah (buruh tani), dan sebagian dari

mereka bekerja sebagai buruh. Sebagian mereka berprofesi sebagai

" 1bid.,



pedagang, baik sebagai distributor maupun sebagai pedagang eceran
yang berjualan di pasar-pasar. Selain profes tersebut, sebagian
masyarakat desa ini berprofesi sebagai PNS dan swasta.”” Untuk lebih
jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 111.47

K eadaan M ata Pencaharian Penduduk Desa Bapsan Kidul

NO Rincian Jumlah Orang
1. | Petani 2.016

2. | Buruh Tani 44

5. | Buruh Bangunan 54

6. | Pedagang 112

7. | Angkutan 4

8. | PNS/TNI/POLRI 28

9. | Swasta 65

10 | TKW/TKI 43

Jumlah 2.375

Sedangkan Anggaran Pendapatan Kelurahan atau Desa di Desa
Baosan Kidul adalah sebagai berikut’*:

Tabel 111.5

2 |_aman Staf Desa, Hasil Wawancara, 12 Maret 2018.
3 Dokumentasi, Data Statistik Desa Baosan Kidul tahun 2017
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NO Sumber Jumlah

1 | Pendapatan asli Desa 36.000.000

2 | Bagi hasil pajak 36.000.000

3 | Bagi hasil kontribusi -

4 | Bagian dana perimbangan | 65.000.000
keuangan pusat dan daerah

5 | Bantuan keuangan prov, Kab, | 226.800.000
Desalain

Jumlah 363.800.000

4. Keadaan Pendidikan

Dadam bidang pendidikan masyarakat Desa Baosan Kidul
mempunyai pendidikan sangat rendah, maka perlu mendapatakan

perhatian dari pemerintah. Karena kebanyakan masyarakat Desa Baosan

Kidul tamat SD.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Baosan Kidul yang paling

banyak adalah lulusan SD sedergjat. Untuk |ebih jelasnya dapat dilihat

padatable berikut ini:




Tabel 111.6

Jumlah Anak Tamat Pendidikan Umum™

NO Tamat pendidikan umum Jumlah
1. Tidak Sekolah 2.006 orang
2. Tidak Tamat SD 1.692 orang
3. Tamat SD 2.146 orang
4, Tamat SLTP sedrgjat 764 orang
5. Tamat SLTA sedrgjat 211 orang
6. Tamat Perguruan Tinggi 139 orang

Jumlah 6958 orang

(Data Statistik Desa Baosan Kidul 2017)
5. Aspek Agama
Penduduk Desa Baosan Kidul mayoritas beragama Islam Dari
jumlah penduduk Desa Baosan Kidul sebanyak 6.958 jiwa, terdapat 5
orang yang beragama protestan, selebihnya yaitu 6.953 orang beragama
Islam. Pemeluk agama protestan tersebut adalah pendatang yang tinggal
di Dusun Patuk.”

a) Keagamaan di dalam masyarakat
Di atas sudah dijelaskan bahwa masyarakat Desa Baosan Kidul
mayoritas memeluk agama Islam, hal ini dapat dibuktikan dari

kegiatan rutin keagamaan Desa Baosan Kidul. Mereka selalu taat

1bid.,
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menjalankan agamanya dengan melakukan shalat berjamaah,
mengadakan penggjian dan yasinan keliling dari rumah ke rumah
yang rutin dilaksanakan pada malam Jum’at untuk bapak-bapak dan
Jum’at siang untuk ibu-ibu.”” Kegiatan TPA bagi anak-anak rutin
dilaksanakan setiap sore hari pada hari Jum’at sampai hari Minggu.
b) Ajaran agamaldam
Pemahaman masyarakat terhadap agama terbilang kurang. Hal
ini bisa dilihat dari banyaknya hal yang menyimpang dari aturan-
aturan agama seperti masyarakat yang masih mempercaya benda-
benda keramat (seperti jimat). Sebagian ada yang memahami gjaran
agama |slam akan tetapi dengan mengamalkanya karena terpengaruh
oleh lingkungan atau teman dekat yang kurang mendukung.
B. Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo
1. Akad Hutang Piutang
Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun mayoritas masyarakat
bekerja sebagai petani, sehingga banyak di antara mereka yang memelihara
sapi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat melakukan hutang
piutang sapi. Masyarakat Desa Baosan Kidul memilih berhutang sapi untuk
modal usaha dari pada hutang uang karena lebih mudah dalam
mengembalikannya dan untuk memper erat kekeluargaan. Hutang piutang

yang ada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun ini berawa dari
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seorang warga yang ingin membuka usaha maupun kebutuhan hidup tetapi
tidak mempunyai modal. Akhirnya masyarakat berinisiatif melalukan
hutang piutang sapi untuk membuka usaha maupun memenuhi
kebutuhannya.

Dalam transaksi hutang piutang antara pemberi hutang dengan
penghutang menggunakan mekanisme sebagai beikut:

a Pemberi hutang melakukan akad dengan penghutang yaitu ijab dan
gabul. Adapun pernyataan ijab yang dilakukan oleh pihak berhutang
menggunakan bahasa sehari-hari, yakni sebagai berikut “Pak, aku
utang sapi mu, arep tak gawe bukak usaha” dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan sebagai berikut “Pak, saya hutang sapi kamu, saya
gunakan untuk membuka wusaha”. Sedangkan qabul juga
menggunakan bahasa sehari-hari yang diucapkan oleh pihak pemberi
hutang, yakni sebagai berikut “lyo tak utangi sapi, tapine nek
balekne kudu tepat wektu lan podo sapi sing kok utang yo, nek ora
iso balekne rupo sapi, oleh balekne gawe duwit, tapi ono syarate
kudu balekne duwit luwih songko rego sapi sing kok utang yo iku Rp
100,000,-““ dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut
“lya saya hutangi sapi, tetapi kalau mengembalikan harus tepat
waktu dan sapi harus sama dengan sapi yang kamu hutang, kalau
tidak bisa mengembaikan hutang berupa berupa sapi, maka boleh

mengembalikan menggunakan uang, tetapi ada syaratnya harus



mengembalikan uang lebih dari harga sapi yang kamu htang yaitu

Rp 100.000,-*

b Penghutang melakukan negosiasi/ tawar-menawar harga dan ukuran
sapi yang mau dihutang dengan pihak pemberi hutang, setelah
disepakati antara pemberi hutang dan penghutang kemudian
melakukan serah terima dengan syarat kewagjiban mengembalikan
sapi yang telah dihutangnya sesual kesepakatan kedua belah pihak.
Jika pengembalian hutang berupa uang maka harus melebihkan dari
harga sapi yang telah dihutangnya. Misalnya sapi yang dihutang
berumur 4 tahun dengan harga Rp 27.000.000,- maka delebihkan Rp
200.000,- maka menjadi Rp 27.200.000,- sehingga ada selish Rp
200.000,- dari harga sapi yang dihutang.

Akad yang terjadi antara pihak pemberi hutang dengan pihak
berhutang pada saat hutang piutang yakni, pihak pemberi hutang berniat
untuk menolong pihak yang berkesusahan dengan memberikan hutang tetapi
tidak berbentuk uang melainkan berbentuk sapi. Adapun pada saat akad
terjadi, pemberi hutang menetapkan persyaratan dalam hal pelunasan atau
pengembalian jika berupa uang. Adapun tempat akad di rumah pemberi
hutang, pihak berhutang mendatangi rumah pemberi hutang untuk
melakukan tranksaksi hutang piutang sapi tersebut.”

Ketika mengembalikan hutang sapi ada dua macam cara

mengembalikan yang disyaratkan. Pertama berupa sapi yang sama
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ukurannya dengan sapi yang dihutang. Sedangkan cara yang kedua, maka
dia mengembalikan hutang sapi berupa uang dengan syarat dilebihkan
dengan harga sapi yang telah dihutangnya, jika penghutang tidak memiliki
sapi yang sama dengan yang dihutang. Akan tetapi dalam prakteknya
sebagian penghutang mengembalikan hutang sapi berbeda ukurannya
dengan sapi yang dihutangnya sehingga mempengaruhi perbedaan harga
sapi yang dihutang, dan sebagian penghutang mengembalikan hutang sapi
berupa uang dengan syarat dilebihkan dengan harga sapi yang dihutang.”

Menurut pihak pemberi hutang dalam pengembalian hutang sapi
boleh dibayar dengan uang agar penghutang tidak merasa keberatan. Tetapi
disyaratkan ada kelebihan dari harga sapi yang dihutang. Dalam menetapakn
pengembalian hutang sapi berupa uang pihak pemberi hutang berbeda-beda
ada yang menetapkan kelebihan Rp 100.000,- ada yang Rp 200.000,-.
Karena penghutang dalam keadaan mendesak untuk mendapatkan biaya
maka kesepakatan itu diterima ®

Hal ini dituturkan oleh Bapak Suroso selaku penghutang. Beliau
mengatakan hutang piutang sapi terjadi ketika saya dan masyarakat lainya
membutuhkan modal untuk membuka usaha atau memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut saya dan masyarakat Desa

Baosan Kidul lainya berinisiatif melakukan hutang sapi kepda pemilik sapi
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biasanya tetangga terdekat yang memiliki sapi.®* Ibu Rusmiati mengatakan,
“sudah lama mas, hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan
Ngrayun terjadi sudah 10 tahun lebih sampai sekarang ini.”%
Masyarakat Desa Baosan Kidul lebih suka menghutang sapi dari
pada menghutang uang karena lebih mudah pengembaliannya. Hal ini di
sampaikan oleh Bapak Waiman,“karena hutang piutang sapi menurut saya
lebih mudah dalam mengembalikannya dari pada menghutang uang kepada
orang kaya atau di bank. Selain itu untuk menjalin tali persaudaraan agar
lebih baik. Hal ini sudah berlangsung sejak dulu sampai sekarang ini.”
2. Pengembalian Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
Dalam pengembalian sapi, masyarakat Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo kebanyakan mengembalikan
sapi yang berbeda dengan awa dihutangnya, misalnya sapi yang
dihutangnya berumur 3 tahun dengan harga Rp. 15.000.000,- akan tetapi
sapi yang dikembalikan berumur 2 tahun dengan harga Rp. 14.900.000,-
sehingga terjadi selisih harga Rp.100.000,- yang mengakibatkan merugikan
salah satu pihak. Namun pemberi hutang menjaga tali persaudaraan maka
hal itu tidak dipermasalahkan dan terus terjadi sampai sekarang. Namun

ada yang mengembalikan yang lebih besar ukurannya sebaga tanda

8l Suroso, Hasil Wawancara, 15 Maret 2018
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berteremakasih kepada pemberi hutang yang telah membantunya. Hal ini
tidak disebutkan di dalam akad. Akan tetapi jika mengembalikan berupa
uang maka penghutang disyaratkan mengembalikan dengan harga lebih sapi
yang dihutangnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Suparti: “Ketika
dalam mengembalikan sapi yang saya hutang saya kembalikan berbeda
ukuran dengan sapi yang saya hutang sehingga harga sapi itu juga berbeda
mas, yaitu lebih kecil. Dan saya juga pernah mengembalikan tidak berupa
sapi tetapi berupa uang maka harus memberi hargalebih yaitu Rp. 200.000,-
kepada pemberi hutang.”®*

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Kketika
mengembalikan sapi berbeda sapi yang dikembalikan ketika hutang dari
segi ukurannya tetapi pemberi hutang merasa dirugikan. Akan tetapi, karena
hal itu untuk menjaga tali persaudaraan yang baik maka dibiarkan sgja
sampai sekarang ini, dan pemberi hutang juga memberi syarat jika
mengembalikan berupa uang maka harus dikembalikan dengan harga sapi
yang lebih.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Bapak Ismadi selaku
pemberi hutang yaitu: “Ada mas, yang mengembalikan sapi berbeda
ukurannya dengan sapi yang telah saya hutangkan yaitu lebih kecil dari
yang dihutang sehingga mempengaruhi harga sapi yang dihutang, karena

dengan saudara sendiri maka saya biarkan saja.”®
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Narmi selaku pemberi
hutang: “Ada mas, sebagian penghutang sapi yang mengembalikan sapi
berbeda ukurannya yaitu lebih kecil dari sapi yang di hutang, dalam
pengembalian sapi yang berbeda ukurannya tersebut saya terima sgja mas,
karena untuk menjaga kekeluargaan yang erat.”%®

Dari keterangan Bapak Ismadi maupaun Ibu Narmi selaku pemberi
hutang, dalam menerima pengembalian sapi yang telah dihutang dengan
sapi yang berbeda ukuran dengan sapi yang dihutang sehingga
mempengaruhi perselisihan harga menerima dengan ikhlas dengan alasan
menjaga kekeluargaan kerabat dengan erat dan baik. Dari semua informan
yang memberi hutang di atas, diketahui bahwa dalam akad ditentukan
jangka waktu atau jatuh temponya ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan 7
tahun. Jika dikembalikan dengan sapi maka harus sama. Tetapi kalau
dikembalikan berupa uang, maka harus ditambah yaitu Rp 100.000,- atau
Rp 200.000,- dari harga sapi ketika dihutang tergantung kepada pemberi
hutang.

Pernyataan para pemberi hutang di atas juga dialami oleh informan
yang berhutang sapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sobiran, “ketika
mengembalikan sapi saya kembalikan tepat waktu yang telah disepakati di
awa akad dan sapi yang saya kembalikan berbeda ukurannya dengan sapi

yang telah saya hutang.”®’
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Dari keterangan informan tersebut, meskipun pada saat akad sudah
disepakati bahwa pengembalian sapi harus dengan ukuran yang sama, tetapi
ada juga informan yang tidak bisa memenuhi kesepakatan tersebut maka
mengembalikan sapi dengan ukuran yang berbeda.

Hal yang sama disampaikan oleh lbu Martin selaku penghutang.
Menurutnya, “saya pernah mas, mengembalikan sapi berbeda dengan sapi
yang saya hutang, saya kembalikan lebih kecil ukurannya dari pada sapi
yang saya hutang. Sehingga berbeda harga yaitu ketika dihutang sapi
seharga Rp. 20.000.000,- saya kembalikan seharga RP. 19.500.000,-.”®
Berdasarkan keterangan dari Ibu Martin yang mengembalikan sapi yang
berbeda ukurannya, hal itu mempengaruhi harga sapi yang dihutang, karena
ketika sapi dihutang seharga Rp. 20.000.000,- dan ketika dikembalikan Rp.
19.500.000,- sehingga kekurangan harga sebesaar Rp. 500.000,-

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Warsono selaku penghutang
yaitu: “saya pernah mas, mengembalikan sapi yang berbeda ukurannya
dengan sapi yang saya hutang yaitu lebih kecil dengan sapi yang saya
hutang sehingga mempengaruhi harga sapi sehingga ada kekurangan harga
sapi yang saya hutang”.%

Hal yang sama dituturkan oleh Bapak Hasim selaku penghutang
yaitu: "Ketika mengembalikan sapi, saya kembalikan lebih kecil dari sapi

yang saya hutang karena saya tidak mempunyai sapi yang sama dengan
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yang saya hutang sehingga saya kembalikan yang lebih rendah hargannya
dari sapi yang saya hutang.”*

Data-data dari informan di atas menunjukkan bahwa, meskipun
dalam akad sudah disepakati kalau sapi yang dikembalikan harus sepadan
dengan sapi yang dihutang, tetapi faktanya hal tersebut seringkali tidak bisa
dipenuhi karena mereka kesulitan untuk memenuhinya. Hal itu juga
dibenarkan oleh pemberi hutang yaitu Bapak Lukman yang mengatakan,
“dalam mengembalikan hutang berupa sapi kebanyakan masyarakat ketika
mengembalikan sapi berbeda ukurannya dengan sapi dihutangnya sehingga
mempengaruhi harga sapi yang telah dihutangnya, karena untuk menjaga
tali persaudaraan yang erat maka hal tersebut saya biarkan sgja.”™*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rini selaku pemberi
hutang yaitu, “ada mas, yangs mengembalikan sapi berbeda ukurannya
dengan sapi yang telah dihutangnya sehingga mempengaruhi harga sapi
yaitu lebih kecil dan lebih murah dari sapi yang saya hutangkan karena
untuk menjaga kekeluargaan sayaikhlaskan saja.

Bak keterangan dari penghutang maupun pemberi hutang, mereka
mengakui bahwa ada ketidaksesuaian antara akad dengan redisas saat
pemngembalian hutang, pada saat akad disepakati bahwa sapi yang dihutang

ketika jatuh tempo harus dikembalikan dengan ukuran yang sama. Tetapi
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realisasi saat pengembalian seringkali sapi yang dikembalikan berbeda
ukuran sapi yang dipinjam yaitu lebih kecil sehingga mempengaruhi harga
sapi.

Tentang pengembalian sapi dengan menggunakan uang yang harus
dilebihkan Rp 200.000,- dari awal harga sapi, hal itu dibenarkan juga oleh
Ibu Rusmini yang mengatakan, “Saya pernah mas, mengembalikan sapi
yang dihutang tidak berupa sapi akan tetapi berupa uang dengan syarat
dalam mengembalikan dilebihi dengan harga sapi yang dihutangnya yaitu

sebesar Rp. 200.000.”%

Dari keterangan di atas bahwa masyarakat ketika tidak mempunyai
sapi dalam pengembalian hutang maka penghutang boleh mengembalikan
hutang berupa uang akan tetapi ada syarat harus dilebihi harga sapi yang
telah dihutangnya, yaitu sebesar Rp. 200.000,- yang telah ditentukan di
dalam akad, sehingga ada selisih harga dalam pengembalian hutang sebesar
Rp. 200.000,-

Pernyataan tentang tambahan uang tidak hanya disampaikan oleh
penghutang sapi, tapi juga pemberi hutang sapi, seperti Bapak Sahid yang
mengatakan:

Saya memberikan hutang berupa sapi kepada tetangga saya yeng

telah membutuhkan biaya untuk kebutuhannya, kemudian saya beri

hutangan berupa sapi yang berumur 3 tahun dan dalam melakukan
tranksaki saya kasih waktu pengembalian selama 5 tahun dengan

sapi yang ukurannya sama dengan sapi yang dihutang. Jika
mengembalikan berupa uang maka saya minta untuk mengembalikan
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dengan harga lebih dari sapi yang telah dihutang yaitu Rp 100.000,-
sesuai dengan kesepakatan di dalam akad.**

Dari keterangan Bapak Sahid selaku pemberi hutang sapi tersebut
diketahui bahwa dalam memberikan hutang kepada penghutang sapi, Bapak
Sahid memberi waktu pengembalian selama 5 tahun dengan mengembalikan
berupa sapi ukuran yang sama dengan sapi yang telah dihutang. Jika
dikembalikan berupa uang maka harus mengembalikan dengan dilebihi dari
harga sapi yang dihutang yaitu Rp 100.000,- sesuai kesepakatan di dalam
akad.

Dari keterangan dari Bapak Tumirin dan Bapak Kusdi selaku
penghutang ketika menghutang sapi dikembalikan tepat waktu akan tetapi
ketika mengembalikan hutang sapi berupa uang maka disyaratkan harus
dikembalikan lebih dari harga sapi yang dihutang yaitu sebesar Rp
200.000,-, Rp 100.000,-.

Tentang pengembalian dengan uang yang harus dilebihkan, juga
dibenarkan oleh Bapak Sucipto selaku pemberi huang menurutnya:

Saya menghutangkan sapi untuk membantu masyarakat yang telah

membutuhkan biaya untuk kebutuhannya, ketika dalam melakukan

tranksaksi hutang piutang sapi saya kasih jangka waktu selama 4

tahun dan ketika dikembalikan sapi nya harus sama dengan yang

dihutang, jika tidak bisa mengembalikan sapi maka mengembalikan
hutang berupa uang dengan syarat dilebihkan dari harga sapi yang

telah dihutang yaitu Rp. 200.0000,-.%

Ha yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Selamet selaku

pemberi hutang: “Saya memberikan hutang berupa sapi kepada msayarakat
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yang membutuhkan untuk modal usaha yang berumur 3 tahun dengan harga
Rp 15.000.000,- dan saya suruh mengembalikan 5 tahun lagi sesuai yang
dihutang dan jika berupa uang harus dikembalikan dengan harga sapi yang
lebih mahal yaitu seharga Rp. 15.200.000,- seperti kesepakatan di awal
akad”.%

Ha yang sama disampaikan oleh Bapak Harun selakau pemberi
Hutang yaitu:

Saya memberikan hutang sapi kepada masyarakat yang telah
membutuhkan biaya untuk keperluan penghutang dengan jangka
waktu yang telah di sepakati di dalam akad. Ketika di
kembalikan sapi yang telah dihutang harus sama ukurannya
ketika awal di hutang. Jika tidak bisa mengembalikan sapi yang
sama boleh dikembalikan berupa uang dengan syarat
mengembalikan uang dengan harga lebih sapi yang dihutang
yaitu sebesar Rp. 200.000,- ¥’

Dari Bapak Sucipto, Bapak Selamaet maupun Bapak Harun
menyatakan hal yang sama yaitu hutang sapi dapat dikembalikan sapi atau
uang. Kalau dengan uang, disyaratkan ada tambahan Rp. 200.00000,- dari
harga sapi yang dihutang.

Pernyataan dari para pemberi hutang tersebut juga dibenarkan oleh
pihak penghutang, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Tumirin, *“saya
pernah mas, ketika mengembalikan hutang sapi tepat waktu. Akan tetapi
tidak berupa sapi melainkan berupa uang, tetapi dalam mengembalikan

disyaratkan harus dilebihkan dari harga sapi yang dihutang yaitu sebesar Rp.

% Selamet, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018

% Harun, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018



200.00000,-.%8 Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Kusdi, “dalam
mengembalikan hutang sapi saya kembalikan tepat waktu sesuai
kesepakatan di dalam akad, tetapi ketika mengembalikan berupa uang
dengan syarat harus dikembalikan lebih dari harga sapi yang dihutang yaitu
sebesar Rp 100.000,-.%

Penetapan pengembalian hutang dalam akad pemberian hutang oleh
pemilik sapi adalah sesuai perjanjian dalam akad. Oleh karena itu,
penghutang mengembalikan hutang sapi pada waktu hutangnya jatuh tempo
dengan sapi yang ukurannya sama dengan sapi yang dihutangnya. Hal ini
sebagaimana pengakuan lIbu Sari, “dalam pengembalian sapi tersebut sesuai
tempo yaitu selama 6 tahun yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
yaitu penghutang dan pemberi hutang dalam akad. Sapi yang dikembalikan
harus sama dengan sapi ketika dihutangnya. Jika berupa uang harus
dikembalikan lebih mahal dari harga sapi yang dihutangnya.”*®

Hal yang sama dsampaikankan oleh Bapak Kasman selaku pemberi
hutang, “saya memberi hutang berupa sapi ketika para masyarakat
mebutuhkan biaya buat memenuhi kebutuhan pokok, dan saya memberi

waktu pengembalian hutang selama 6 tahun dan jika dikembalikan berupa

% Tumirin, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018
% Kusdi, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018

10s4ri, Hasil Wawancara, 22 Maret 2018



uang maka dilebihkan Rp 200.000,- dari harga sapi yang telah
dihutangnya.™*®*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Boiran selaku pemberi
hutang sapi yaitu, “saya telah menghutangkan sapi kepada warga yang telah
membutuhkan biaya buat usaha atau kebutuhan dengan waktu jangka waktu
7 tahun harus dikembalikan berupa sapi yang sama dengan ukuran sapi yang
telah dihutangnya dan jika dikembalikan berupa uang saya syarat ka nada

tambahan dari harga sapi yang dihutang yaitu Rp 100.000,-.”*%

101K asman, Hasil Wawancara, 22 Maret 2018

1928 giran, Hasil Wawancara, 23 Maret 2018



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG SAPI
DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN

KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Sapi di Desa
Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponor ogo.

Akad dalam kegiatan mu’amalah menempati posis yang sangat
penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak
yang terlibat dalam kegiatan mu’amalah baik di masa kini maupun masa
yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau
pel aksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Akad yang dilakukan dalam hutang piutang sapi di Desa Baosan
Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang
dilakukan oleh penghutang dan pemberi hutang kesepakatan antara kedua
belah pihak. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan
rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus
mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah ijab gabul,
adapun sighahnya adalah lisan melalui pengucapan kesepakatan diantara
kedua belah pihak.

ljab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang
diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk

menerimanya. ljab gabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan



adannya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah
pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus
diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad antara penerima
hutang dan pemberi hutang sudah memenuhi rukun dan syarat akad.

Akad yang terjadi antara penghutang dan pemberi hutang sapi adalah
pemberi hutang memberikan persyaratan kepada penghutang sapi bahwa jika
tidak bisa mengembalikan sapi yang sama dengan sapi yang dihutang maka
boleh mengembalikan berupa uang dengan syarat ditambah yaitu Rp
100.000,- atau Rp 200.000,- dari harga sapi ketika dihutang.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda
yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah
harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.**

Dadam hutang piutang yang sering dilakukan masyarakat Desa
Baosan Kidul adalah hutang piutang bersyarat, dimana di dalam
pelaksanaannya pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang dalam
waktu tertentu dengan ukuran sapi yang sama dan jika berupa uang maka
disyaratkan harus ditambah dari harga sapi yang dihutang. Hal semacam itu
tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum Islam. Menurut
Hanafiyah setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pihak yang
menghutangi maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad,

jikatidak dipersyaratkan maka diperbolehkan.’**

193 Abdullah bin Muhammad Al-Thayar dkk, Ensiklopedi Figih Muamalah, 162-163.

194 Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2008), 256.



Fugaha’ sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan
suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan
sdlah satu pihak. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun
bentuknya atau tambahan. Fugaha’ sepakat yang demikian ini haram
hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau
hal tersebut telah menjadi  “urf (kebiasaan masyarakat) menurut madhhab
Shafi’I boleh.'®

Dari paparan di atas dapat penulis pahami bahwa akad hutang
piutang yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo akadnya menggunakan syarat.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengembalian Hutang Piutang Sapi
Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponor ogo.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengembalian sapi, masyarakat
Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo kebanyakan
mengembalikan sapi yang berbeda ukuran dengan awa dihutangnya,
misalnya sapi yang dihutangnya berumur 3 tahun dengan harga Rp.
15.000.000,- akan tetapi sapi yang dikembalikan berumur 2 tahun dengan
harga Rp. 14.900.000,- sehingga terjadi selissh harga Rp.100.000,- yang
mengakibatkan rugi pada salah satu pihak. Namun pemberi hutang menjaga
tali persaudaraan sehingga hal itu tidak dipermasalahkan dan terus terjadi

sampal sekarang. Akan tetapi jika mengembalikan hutang berupa uang

105 Rahmad Syafe’l, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159.



maka penghutang disyaratkan mengembalikan dengan harga lebih dari sapi

yang dihutangnya yaitu Rp. 100.000-, atau Rp. 200. 000-,.

Sedangkan syarat dan rukun hutang piutang menurut mayoritas
ulamafigih adatigayaitu Sfghah adalah ijab dan gabul, ‘agidain, harta yang

dihutangkan. Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat yaitu :

€) Harta yang dihutangkan berupa harta yang satu sama lain tidak
banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, uang,
barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan
dihitung.

f) Hartayang dihutangkan disyaratkan berupa benda

g) Hartayang dihutangkan diketahui

h) Syarat ketiga ini mncakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan
diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya jika

hutang tidak mempunyai syarat ketigaini, maka tidak sah.’®

Bahwa dalam Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang
dipinjamkan semula, tidak boleh ada bunga di daamnya, karena dalam
Islam mengembalikan uang di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba>
yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Islam tidak mengena nilai
waktu dari uang (time value of money), yang ada hanyalah bahwa uang

adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, hutang

Miftahul Khairi, Ensiklopedi Figih Mu’ammalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
Griya Wirokerten Indah, 2014), 156.



piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan
menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.'*’
Pengharaman riba dijelaskan dalam Al-Qur’an, Sunah dan Ijma’. Dalil dari

a-Qur’an adalah firman Allah

‘yﬂ‘ 25 ol T 5

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba (Surat Al-Bagarah : 275).*%®

Akan tetapi faktanya di Desa baosan Kidul dalam mengembalikan
sapi  berbeda ukurannya dengan sapi yang dihutang sehingga ada

perselisihan harga dengan sapi yang dihutang.

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang
berhutang kepada pihak yang menghutangi didasarkan kepada perjanjian
yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang

menghutangi. Hadith yang diriwayatkan Baihaqi:

®o » 8., Z.o 0 e

(St 221y L °ﬁ-"ﬁ P 4y s¢b Aniie u@ﬁ I

Artinya: semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan)
adalah bagian dari macam-macam riba (bunga). (HR.
Baihaqi).'®

197 Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam 127.

'% Departemen Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha

Putra, 1998), 69.

1% sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT.. Rineka Cipta, 1993), 419-420.



Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap
hutang piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan)
diharamkan jika memaka syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak
disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada
hutang piutang tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mugrid{
(orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid{(orang
yang berhutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtarid
{orang yang berhutang), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang
memberikan hadiah kepada mugrid{ (orang yang menghutangi), jika
dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama Shafi’iyah dan Hanabilah melarang qard{terhadap sesuatu
yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan qgard{
dimaksudkan sebagai kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan
hubungan kekeluargaan. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak
dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, gard{dibolehkan. Tidak
dimakruhkan bagi mugrid{(orang yang menghutangi) untuk mengambilnya.

Pendapat ulama figih bahwa akad hutang piutang diperbolehkan
dengan dua syarat:

Pertama, hutang piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus
atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqrid karena ada larangan hadith

Nabi SAW sebagai berikut:

o8 & o Rvo » 8, Zor0- _- o- & 2

(S o) L gy o tomy 54 Bk S 23 S



Artinya: semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan)
adalah bagian dari macam-macam riba (bunga). (HR.
Baihaqji)

Kedua, akad hutang piutang tidak dapat digabungkan dengan akad
lain, seperti akad jual beli, terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas
ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.'*°

Sehingga dari keterangan di atas dapat ditarik kessmpulan bahwa
praktik hutang piutang sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan
Kidul seringkali berbeda ukurannya dengan sapi yang dihutang itu dilarang
karena dalam keterangan di atas disebutkan barang yang dikembalikan harus
sama dengan yang dihutang. Dan dengan adanya tambahan dalam

pengembalian hutang sapi, jika itu berupa uang tersebut dilarang karena

termasuk ribalalam hukum Islam.

10 Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, 257.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari sdluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijma’ fugaha menegaskan akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan
dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang
menguntungkan pihak yang menghutangi. Persyaratan memberikan
keuntungan apapun bentuknya atau tambahan haram hukumnya. Dengan
demikian akad hutang piutang yang terjadi di Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo akadnya tidak sah karena
tidak sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan syarat di dalam
akad.

2. Perilaku hutang piutang sapi yang mengembalikan sapi ukuran sapi lebih
kecil dari sapi yang dihutang itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena
di daam hukum Islam disyaratkan barang yang dihutang dengan
pengembalian harus sama dengan pengembaiannya. Begitu juga
pengembalian berupa uang dengan ada tambahan itu juga tidak sesuai

dengan hukum Islam karena termasuk riba.



B. Saran- Saran

1. Setelah mengadakan penelitian di Desa Baosan Kidul Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo hendaknya transaksi dalam kegiatan
ekonomi bagi pelaku bisnis agar dalam menjalankan aktifitas ekonomi
sesual dengan ketentuan syariat Islam.

2. Tata cara hutang piutang sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan hukum
Islam dan kesepakan antara kedua belah pihak yang berakad, agar tidak
ada pihak yang merasa terpaksa ataupun dirugikan. Oleh karena itu,
masing-masing pihak lebih memperdalam lagi ilmu keagamaan agar
tidak mengalami kekeliruan dalam bertindak.

3. Sebaiknya daam melaksanakan akad hutang piutang, pihak pemberi
hutang tidak perlu memberikan persyaratan kepada pihak berhutang,
yaitu harus mengembalikan hutang lebih jika berupa uang dalam
mengembalikan hutang piutang sapi sehingga bisa terjerumus dalam
praktek riba>

4. Secara umum masyarakat di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo belum memahami konsep praktek hutang piutang
sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, para tokoh agama masyarakat
tersebut hendaknya memberikan penjelasan tentang praktek hutang

piutang yang sesuai dengan syariat Islam.
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